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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Dari penjelasan penulis maka dapat disimpulkan bahwa diterapkannya 

ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab yang menanggung kerugian 

dari Pelanggan dan kekeliruan yang ditimbulkan oleh Tokocrypto dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi 

unsur-unsurnya yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: 

1. Perbuatan Melawan Hukum 

Perjanjian Pelanggan Tokocrypto telah memenuhi unsur perbuatan 

melawan hukum karena pengaturan mengenai pengalihan tanggung 

jawab yang menanggung kerugian dari Pelanggan telah bertentangan 

dengan Peraturan Bappebti No 4 tahun 2017 dan Peraturan Bappebti No 

10 tahun 2017. 

2. Kesalahan 

Diterapkannya ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab yang 

menanggung kerugian dari Pelanggan secara sengaja telah memenuhi 

unsur kesengajaan dalam kesalahan. Selain itu, kekeliruan yang 

ditimbulkan oleh Tokocrypto karena penangguhan yang didasarkan dari 

ketidakcocokan data antara DTTOT dan DPPSPM dengan data 

perusahaan juga telah memenuhi unsur kelalaian dalam kesalahan. Tidak 

adanya unsur pembenar dan unsur pemaaf dari kasus ini juga telah 

memenuhi unsur kesalahan sehingga dari terpenuhinya ketiga unsur 

tersebut secara kumulatif telah mengakibatkan Tokocrypto telah 

melakukan kesalahan. 

3. Kerugian 

Tindakan Tokorypto yang mengalihkan tanggung jawab yang 

menanggung kerugian dari Pelanggan mengakibatkan Pelanggan tidak 

dapat mengakses aset dalam akunnya dan juga tidak dapat mendapatkan 

keuntungan yang diharapkan dari naiknya harga koin pada periode 
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penangguhan akun/transaksi Pelanggan. Dari hal-hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat kerugian dari Pelanggan dalam kasus ini. 

4. Hubungan Kausal 

Antara tindakan yang mengalihkan tanggung jawab yang menanggung 

kerugian dari Pelanggan yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan 

hukum mengakibatkan Pelanggan yang tidak dapat mengakses aset 

dalam akunnya dan juga tidak dapat mendapatkan keuntungan yang 

diharapkan dari naiknya harga koin pada periode penangguhan 

akun/transaksi Pelanggan menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal 

dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tokocrypto dengan 

kerugian yang diderita oleh Pelanggan. 

Oleh karena itu, Tokocrypto telah memenuhi keempat unsur dalam perbuatan 

melawan hukum secara kumulatif. 

5.2 Saran 

Dengan diterapkannya ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab yang 

menanggung kerugian dari Pelanggan mengakibatkan telah terpenuhinya 

unsur kesalahan dari perbuatan melawan hukum dan juga menimbulkan tidak 

terpenuhinya syarat kausa yang halal dalam syarat perjanjian yang 

menimbulkan akibat hukum berupa perjanjiannya batal demi hukum. Oleh 

karena itu, seharusnya ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab 

tersebut tidak diterapkan dan disesuaikan dengan ketentuan tentang 

pemblokiran secara serta merta yang diatur pada Peraturan Bappebti No 4 

tahun 2017 dan Peraturan Bappebti No 10 tahun 2017 agar hak-hak 

Pelanggan dapat terlindungi. Disesuaikannya ketentuan mengenai pengalihan 

tanggung jawab dengan kedua Peraturan Bappebti tersebut juga dapat 

memberikan kedudukan para pihak dalam perjanjian yang lebih seimbang 

sehingga memenuhi asas keseimbangan dalam perjanjian. Selain itu, kriteria 

yang wajar dalam perjanjian harus dapat mengakomodir ketentuan hukum 

dalam perdagangan fisik aset kripto terutama dalam Peraturan Bappebti No 4 

tahun 2017 dan Peraturan Bappebti No 10 tahun 2017 serta asas 

keseimbangan maupun asas itikad baik pelaksanaan kontrak. 
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